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PUTUSAN

NOMOR 48/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Kepailitan, dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara:

DEASIH S. SUDARMAN, Beralamat di JI. Taman Sunda Kelapa No. 8 Rt. 006 Rw. 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Jakarta, 17 September 2004 telah memberikan kuasa kepada, PETRUS CKL BELLO, SH., SURADI, SH dan TRI GENDRI RIRIASIH, SH, Para Advokat pada Law Firm BELLO & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Wisma Benhil Lt. 5 Blok A 10-11, JI. Jend. Sudirman Kav. 36 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai: "PEMOHON";

Terhadap;

PT. KDT MAKMUR, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang bergerak di bidang Restoran dan/atau Lounge, terakhir diketahui beralamat di C/O ZAZA RESTORAN - PT. KDT MAKMUR, Dharmawangsa Square, Basement Ground Floor Unit 27 & 28, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

PENGADILAN NIAGA tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tersebut bertanggal Jakarta 3 Desember 2004, No. 596/PB-XII/2004, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Desember 2004 di bawah Nomor register Perkara: 48/PAILIT/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar Permohonan ini adalah sebagai berikut:

TENTANG KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON DAN TERMOHON SEBAGAI DEBITUR DARI PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON adalah pemilik tanah dan bangunan, yang keseluruhan tanahnya seluas 1.521 (seribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi dikenal sebagai Jalan Kemang Utara Kavling 28 sampai dengan Kavling 30, RT. 016 RW. 05, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam:

a. Sertifikat (sementara) tanah Hak Milik No. 2577 Desa Bangka yang sertifikatnya diterbitkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan pada tanggal 9 Pebruari 1988; (Bukti P-1)

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 227 desa Bangka yang sertifikatnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juni 1993 yang sekarang telah ditingkatkan menjadi hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5445 yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2004; (Bukti P-2)

Selanjutnya disebut "Bangunan Induk"

2. Bahwa Bangunan Induk tersebut di atas berupa sebuah rumah tinggal, didirikan dengan izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Mei 1971 No. 255/IB/S/71 beserta turutan-turutannya yang untuk penambahan dan perubahan pada sebagian bangunan rumah tinggal untuk digunakan sebagai kantor telah mendapatkan surat Keterangan Membangun No. 216/KM/S/2002 tanggal 11 Oktober 2002 yang merupakan izin Keterangan Membangun Bersyarat Sementara Berjangka 3 (tiga) tahun. Bangunan tersebut dilengkapi dengan fasilitas instalasi listrik PLN sebesar 197 (seratus sembilan puluh tujuh) KVA, generator set siap pakai merek Yanmar berkapasitas 10 (sepuluh) KVA, 1 (satu) pompa air jet pump berkekuatan 250 (dua ratus lima puluh) watt dengan 2 (dua) buster pump berkekuatan masing-masing 1,5 PK dan Mufti Media Filter untuk 1000 liter, pengamanan kebakaran dengan alat pemadam api powder portable sebanyak 16 system (enam belas) unit, 14 (empat belas) unit berukuran 2,5 kilogram dan 5 (lima) unit berukuran 5 (lima) kilogram, 12 (dua belas) unit AC Split duct 15 (lima belas) unit AC Split Wall, 14 (empat belas) Exhaust Fan dan 4 (empat) buah saluran telepon Telkom;

3. Bahwa TERMOHON adalah perusahaan yang bergerak di bidang Restoran dan/atau Lounge, beralamat di C/O ZAZA RESTORAN - PT. KDT MAKMUR, Dharmawangsa Square, Basement Ground Floor Unit 27 & 28, Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas - PT. KDT. MAKMUR, tanggal 30 April 2003 No. 1 dibuat di hadapan Dessy Indrashanti, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang; (Bukti P-3)

4. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah membuat dan menandatangani PERJANJIAN SEWA MENYEWA tertanggal 2 Juni 2003 (Bukti P-4), yang isi pokoknya adalah bahwa PEMOHON menyewakan sebagian Bangunan Induk kepada TERMOHON sebagaimana TERMOHON menyatakan menyewa sebagian Bangunan Induk dari PEMOHON, dengan situasi dan kondisi yang telah diketahui PEMOHON dan TERMOHON (selanjutnya disebut "Bangunan") untuk dipergunakan sebagai Restoran dan/atau Lounge di mana luas Bangunan tersebut sebagai berikut:
a. Lantai 1 (satu) seluas 241 (dua ratus empat puluh satu) meter persegi, di mana setelah diukur ulang yang disaksikan kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 2 perjanjian, luasnya adalah 261,53 meter persegi, dengan harga sewa Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan.

b. Lantai 2 (dua) seluas 141 (seratus empat puluh satu) meter persegi, di mana setelah diukur ulang yang disaksikan kedua belah pihak "berdasarkan ketentuan pasal 2 perjanjian, luasnya adalah 152,29 meter persegi, dengan harga sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi per bulan.

c. Ruang Supir seluas 12 (dua belas) meter persegi, di mana setelah diukur ulang yang disaksikan kedua belah pihak berdasarkan pasal 2 perjanjian, luasnya adalah 7, 61 meter persegi, dengan harga sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan.

Ditambah dengan biaya Service Charge Bangunan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per meter persegi per bulan untuk tahun pertama Jangka Waktu Sewa Menyewa.

yang berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) perjanjian, maka TERMOHON diwajibkan membayar Harga Sewa dan Service Charge secara bulanan pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya untuk bulan berikutnya (selanjutnya disebut ("Tanggal Pembayaran Sewa")

5. Bahwa atas sewa bangunan tersebut maka TERMOHON berkewajiban membayar uang sewa setiap Tanggal Pembayaran Sewa (tanggal 25 setiap bulannya), namun ternyata terhitung sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Pebruari 2004 (7 bulan), sebagaimana surat invoice No. 02/DS-G28/II/2004 tertanggal 26 Pebruari 2004, TERMOHON tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sewa bangunan, sehingga menjadi hutang TERMOHON kepada PEMOHON, dengan jumlah:
	-
	Rp. 61.885.720, X 7 Bulan
	=
	Rp.
	433.200.040,

	-
	Dikurangi pembayaran di muka
	=
	Rp.
	43.380.000,- (-)

	
	
	
	Rp.
	389.820.040,

	Terbilang
	:
	tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu empat puluh rupiah (Bukti P-5)


6. Bahwa oleh karena invoice sebagaimana Bukti P-5 tidak dibayar, bahkan hingga bulan ke 9 (sembilan). tetap belum dibayar, maka selanjutnya PEMOHON mengirim kembali surat sewa hingga bulan ke 9 (sembilan) tersebut yaitu invoice untuk periode dari bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan April 2004 (Bukti P-6), dan oleh karena belum dibayar maka menjadi hutang TERMOHON kepada PEMOHON, dengan jumlah:
	-
	Rp. 61.885.720,- X 9 Bulan
	=
	Rp.
	556.971.480,-
	

	-
	Dikurangi pembayaran di muka
	=
	Rp.
	43.380.000,- 
	(-)

	
	
	
	Rp.
	513.591.480,-
	

	
	Uang Jaminan 1 bulan biaya sewa (berdasarkan pasal 12 ayat 1 & 2 Surat Perjanjian Sewa Menyewa)
	
	Rp.
	50.633.770,- 
	(+)

	
	
	
	Rp.
	564.225.250,-
	

	Terbilang
	:
	lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu Dua ratus lima puluh rupiah.


7. Bahwa oleh karena invoice sebagaimana Bukti P-5 dan Bukti P-6 tidak dibayar, bahkan hingga bulan ke 13 (tiga belas) tetap belum dibayar, maka selanjutnya PEMOHON mengirim kembali surat invoice No. 023/DS-G28/VIII/2004 tertanggal 20 Agustus 2004 untuk sewa hingga bulan ke 13 (tiga belas) tersebut yaitu invoice untuk periode dari bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan April 2004 (Bukti P-7), yang oleh karena terjadi kesalahan penjumlahan maka telah diperbaiki dengan mengirimkan surat invoice No. 027/DS-G28/IX/04 tertanggal 03 September 2004 (Bukti P-8), dan karena tidak dibayar maka menjadi hutang TERMOHON kepada Pemohon, dengan jumlah:
	-
	Rp. 61.885.720,- X 13 Bulan
	=
	Rp.
	804.514.360,-
	

	-
	Dikurangi pembayaran di muka
	=
	Rp.
	43.380.000,- 
	(-)

	
	
	
	Rp.
	761.134.360,-
	

	
	Uang Jaminan 1 bulan biaya sewa (berdasarkan pasal 12 ayat 1 & 2 Surat Perjanjian Sewa Menyewa)
	
	Rp.
	50.633.770,- 
	(+)

	
	
	
	Rp.
	811.768.130,-
	

	Terbilang
	:
	delapan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah.


Dengan demikian jumlah keseluruhan kewajiban pembayaran (hutang) TERMOHON kepada PEMOHON hingga bulan ke-13 adalah berjumlah Rp. 811.768.130,- (delapan ratus sebelas tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah).

Ditambah dengan bunga yang diperhitungkan sejak tanggal TERMOHON lalai memenuhi Surat Somasi yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004 dengan suku bunga 6% (enam persen) pertahun atau sesuai tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ("SBI") yang berlaku dari waktu ke waktu, tergantung mana yang lebih tinggi, sampai dilunasinya seluruh kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa PEMOHON adalah KREDITUR dari TERMOHON dan TERMOHON adalah DEBITUR dari PEMOHON.

TENTANG HUTANG TERMOHON KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

9. Bahwa meskipun telah beberapa kali TERMOHON ditagih oleh PEMOHON sebagaimana Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7 dan telah diberikan waktu kelonggaran, hingga terakhir dikirimkan surat invoice sebagaimana Bukti P-8 di mana hutang tersebut harus dibayarkan pada tanggal 25 Agustus 2004, namun ternyata TERMOHON tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada PEMOHON sebagaimana diminta oleh PEMOHON.

10. Bahwa selanjutnya PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya, Petrus CKL Bello, SH dari Law Firm BELLO & PARTNERS telah mengirim surat somasi agar TERMOHON membayar hutangnya kepada PEMOHON, sebagai berikut:
· Surat No. 550/PB-IX/2004 tertanggal 18 September 2004
· Surat No. 565/PB-IX/2004 tertanggal 29 September 2004

namun ternyata TERMOHON tetap tidak melakukan pembayaran/melunasi hutangnya kepada Pemohon sehingga terbukti TERMOHON melakukan wanprestasi.

11. Bahwa dengan demikian maka hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak dibayar oleh TERMOHON kepada PEMOHON, pada saat permohonan ini didaftarkan terdiri atas hutang tertunggak adalah berjumlah Rp. 811.768.130,- (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah). Ditambah dengan bunga yang diperhitungkan sejak tanggal TERMOHON lalai memenuhi Surat Somasi yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004 dengan suku bunga 6% (enam persen) pertahun atau sesuai tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ("SBI") yang berlaku dari waktu ke waktu, tergantung mana yang lebih tinggi, sampai dilunasinya seluruh kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON.

TENTANG TERMOHON SEBAGAI DEBITUR YANG MEMPUNYAI DUA ATAU LEBIH KREDITUR

12. Bahwa TERMOHON juga memiliki kreditur lain, selain dari keberadaan PEMOHON, yaitu Mira Amrita Subyakto selaku pemilik perusahaan AMRITA yang berkedudukan di Jakarta;

13. Bahwa jumlah keseluruhan hutang TERMOHON kepada Kreditur Lain, yaitu Mira Amrita Subyakto tersebut per tanggal 4 Agustus 2004 adalah sebesar Rp. 152.319.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), (Bukti P-9).

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti secara sederhana bahwa TERMOHON sekurang-kurangnya mempunyai dua kreditur tanpa adanya keharusan bahwa hutang-hutang kreditur lain tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

TENTANG TIDAK DIBAYARNYA SEDIKITNYA SATU HUTANG TERMOHON YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

Bahwa dengan adanya PEMOHON yang secara sederhana telah membuktikan hak tagihnya kepada TERMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun ternyata TERMOHON belum juga melunasi hutang-hutangnya kepada PEMOHON sampai pada saat didaftarkannya Permohonan ini, maka telah TERBUKTI tidak dibayarnya sekurang-kurangnya satu hutang TERMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan TERMOHON masih memiliki sekurang-kurangnya dua kreditur, sesuai Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ("UU Kepailitan")

TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON

14. Bahwa Permohonan ini telah diajukan oleh PEMOHON sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Kepailitan.

15. Bahwa dari uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan bagi DEBITUR untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap TERMOHON ini harus dikabulkan.

16. Bahwa karena terbukti TERMOHON mempunyai hutang-hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terbukti pula bahwa TERMOHON mempunyai dua kreditur dan sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka TERMOHON telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk dipailitkan.

17. Bahwa sebagai Kurator sementara dalam kepailitan ini, dan pada waktunya nanti kurator yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit; PEMOHON dengan ini mengusulkan Anthony, S.E., S.H. dari Law Firm ANTHONY, SE, SH & Partners, beralamat di Wisma Benhil Lt. 6 B1, JI. Jenderal Sudirman Kav. 36, Jakarta Pusat, Telp. (021) 5734590/5737342 untuk menjabat baik sebagai kurator sementara maupun kurator dalam kepailitan yang tidak memiliki benturan kepentingan jika ditunjuk dan/atau diangkat sebagai kurator sementara maupun kurator dalam kepailitan.

Berdasarkan dasar-dasar sebagaimana diuraikan di atas dan bukti-bukti yang disampaikan, PEMOHON dengan hormat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERMOHON pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengangkat Hakim Pengawas dari susunan Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

4. Menunjuk dan/atau mengangkat Anthony, S.E., S.H. & Partners, beralamat di Wisma Benhil Lt. 6 131, JI. Jenderal Sudirman Kav. 36, Jakarta Pusat, Telp.: (021) 5734590/5737342 sebagai kurator sementara maupun kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada had persidangan yang ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap ke muka persidangan Kuasanya Petrus CKL Bello, SH, Suradi, S.H, dan Tri Gendri Ririasih, SH, baik secara bersama-sama atau bergantian dan pula mereka bertindak selaku kuasa Kreditur lain Mira Amrita Subyakto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2004, sementara itu untuk Termohon yang datang menghadap ke muka persidangan adalah kuasanya bernama: ROBBY WIDJAJA, SH, dan ELLYDA T. SOETIYARTO, SH baik bersama-sama ataupun bergantian, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus bertanggal Jakarta, 4 Januari 2005, Para Advokat pada Firma Hukum Prof MR. DR. S. GAUTAMA, & ASSOCIATES.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara pihak-pihak namun tidak berhasil, oleh sebab itu maka pemeriksaan permohonan ini dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pernyataan Pailit tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Pemohonan Pernyataan Pailit Pemohon tersebut, Termohon menanggapinya dengan mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 10 Januari 2005, yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:

1). Mengenai Surat Kuasa Pemohon.

Bahwa Surat Kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya yang ditandatangani di atas meterai, tidak diberi tanggal, adalah tidak sah. Oleh karena itu pengajuan permohonan pailit yang didasarkan atas surat kuasa yang tidak sah menjadi tidak sah dan harus ditolak. Bahwa demikian pula Surat Kuasa dan Mira Amrita Subijakto kepada kuasa hukumnya yang menyatakan sebagai Kreditur lain terlepas benar tidaknya -quod non- yang ditandatangani di atas meterai tidak diberi tanggal, adalah tidak sah, sehingga pengajuan kuasa hukum yang bertindak untuk atas nama Mira Amrita Subijakto tersebut menyatakan sebagai kreditur lain juga tidak sah

2). Mengenai Pilihan Jurisdiksi Hukum.

Bahwa secara jelas diuraikan Pemohon di dalam permohonannya bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tgl. 2 Juni 2003 atas sebagian Bangunan Induk terletak di Jalan Kemang Utara, Kavling 28 s/d Kavling 30, RT. 016/RW. 05, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan di mana Pemohon sebagai Pihak Yang Menyewakan dan Termohon sebagai Penyewa (Bukti T - 1).

Pemohon dan Termohon di dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut sepakat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan memutus apabila terjadi perselisihan yang timbul dan Perjanjian Sewa Menyewa tersebut yang dapat dibaca dan pasal 17 dan 18 Perjanjian Sewa Menyewa tersebut yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di antara Para Pihak.

(2) Apabila ternyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dimulainya musyawarah Para Pihak tidak mencapai kata sepakat, maka Para pihak setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 18

DOMISILI HUKUM

Tentang Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap (domisili hukum) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan pasal 17 dan 18 Perjanjian Sewa Menyewa jelaslah Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa (T-1) tersebut, oleh karena Para Pihak telah sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

DALAM POKOK PERKARA

4). Mengenai Tidak Terpenuhi Persyaratan Untuk Dinyatakan PAILIT.

4.1.) Bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai Perjanjian Sewa Menyewa yang apabila perjanjian tersebut tidak dipenuhi salah satu pihak merupakan wanprestasi/ingkar janji, jadi bukan pengertian hutang yang tidak dibayar Debitur kepada Kreditur yang berdasarkan atas hubungan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran hutang.

Bahwa mengenai pengertian hutang yang tidak dibayar adalah berdasarkan atas hubungan pinjam meminjam uang, Termohon mohon menunjuk:
1. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 03/K/N/1998 tgl. 2 Desember 1998,

2. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 03/K/N/1999 tgl. 5 Mei 1999,

3. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 05/KN/1999 tgl. 14 Mei 1999.

Karenanya Permohonan Pailit Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 dan Jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut harus ditolak.

4.2.) Mengenai Tidak Adanya Kreditur Lain.

Bahwa Termohon tidak pernah mengadakan perjanjian dengan kreditur lain yaitu Mira Amrita Subijakto.

Bahwa sedangkan menurut pasal 1 ayat 6 utang adalah kewajiban yang timbul karena, Perjanjian atau Undang-undang.

Oleh karena itu tidak pernah ada hubungan hukum debitur dan kreditur antara Termohon dengan Mira Amrita Subijakto sehingga Mira Amrita Subijakto bukan Kreditur lain.

Karenanya Permohonan Pailit Pemohon harus ditolak sesuai Undang-Undang tersebut dan Jurisprudensi tetap a.l. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jkt Pst No. 77/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst tgl. 4 Desember 2000.

4.3.) Mengenai Tidak Terpenuhinya Pembuktian Sederhana sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004.

Bahwa perselisihan yang timbul dan perjanjian sewa menyewa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan secara sederhana, oleh karena Termohon mempunyai alasan dan bukti yang kuat dan berdasarkan toleransi dan Pemohon serta adanya perhitungan timbal batik antara Pemohon dan Termohon sampai tertundanya pembayaran uang sewa yang untuk secara jelasnya Termohon uraikan di bawah nanti.

Sehingga karenanya penyelesaian sengketa ini tidak dapat diselesaikan berdasarkan pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 melainkan melalui Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

5). Mengenai Kronologis Pelaksanaan Perubahan Interior Dan Design Bangunan Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tgl. 2 JUNI 2003.

5.1.) Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa bangunan sesuai bukti T-1/P-4 berlangsung dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tgl. 5 Agustus 2003 dan akan berakhir pada tgl. 4 Agustus 2008 (pasal 5 ayat 2 T-1/P-4).

5.2.) Bahwa tujuan penggunaan bangunan tersebut adalah untuk menjalankan usaha Restaurant dan/atau Lounge (pasal 3 ayat 1 T-1/P-4).

5.3.) Bahwa mengingat masa sewa tersebut adalah 5 tahun maka Termohon menanamkan investasi yang besar di restaurant tersebut dengan nama WABI SABI tersebut untuk:
1. Perubahan interior dan design ruangan lantai I (pertama) yang dimulai pekerjaannya tgl.11 Juni 2003 s/d November 2003 mengeluarkan biaya seluruhnya berjumlah Rp. 611.240.355,- (Enam ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus`lima puluh lima rupiah) yang akan Termohon buktikan dengan mengajukan kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut (Bukti T-2.1 dst.).

2. Investasi untuk alat-alat dapur dan alat-alat makan sebesar Rp. 713.237.541,- (Tujuh ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) (Bukti T - 3.1 dst.).

3. Investasi berupa Computer sebesar Rp. 67.539.000,(Enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (Bukti T - 4.1 dst.).

4. Investasi berupa furniture sebesar Rp. 98.919.400,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) (Bukti T - 5.1 dst.). sehingga seluruh investasi yang telah Termohon keluarkan adalah sebesar

1. Rp. 611.240.355,- (Enam ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

2. Rp. 713.237.541,- (Tujuh ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

3. Rp. 67.539.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

4. Rp. 98.919.400,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).
======================= (+)
Rp. 1.490.936.296,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)
5.4.) Bahwa mengenai pelaksanaan perubahan interior dan design bangunan walaupun diperjanjikan 2 bulan terhitung 5 Juni 2003 dan berakhir tgl. 4 Agustus 2003 (pasal 5 ayat 1 T-1/P-4) namun apabila bangunan belum selesai maka Pemohon tetap mengizinkan Termohon untuk menyelesaikan perubahan tersebut, hanya waktu yang dibutuhkan diperhitungkan dengan uang sewa (pasal 5 ayat 3 T-1/P-4).

5.5.) Bahwa pembukaan Restaurant baru terlaksana awal Desember 2003. Namun ternyata usaha restaurant ini tidak memenuhi target yang diharapkan. Pemohon mengetahui hal tersebut, oleh karena Pemohon setiap Minggu selalu datang dan makan di Restaurant tersebut.

5.6.) Bahwa mengingat usaha restaurant tersebut sangat sepi, Termohon menunda pembangunan interior lantai II. Hal tersebut di maklumi oleh Pemohon, sehingga Pemohon sendiri yang menunjuk kontraktor untuk pelaksanaan perubahan interior lantai II yaitu Mira Amrita Subijakto yang merupakan teman Pemohon sendiri.

Pada saat perubahan interior lantai II, Restaurant tidak buka slang had, sehingga pemasukan Restaurant berkurang.

5.7.) Bahwa Termohon tidak pernah mengadakan perjanjian dengan. Mira Amrita Subijakto, sehingga sesuai pasal 1 ayat 6 jo pasal 2 ayat I UU No. 37 tahun 2004, Mira Amrita Subijakto bukan kreditur lain dan Termohon: Hubungan hukum Mira Amrita Subijakto adalah dengan Pemohon.

5.8.) Bahwa pada waktu Pemohon menegur Termohon untuk membayar uang sewa dengan surat tgl. 26 Februari 2004, dan tgl. 26 April 2004 Termohon akan membayar uang sewa tersebut kepada Pemohon, namun Pemohon secara lisan meminta kepada Termohon untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 389.820.040,kepada Mira Amrita Subijakto.
5.9.) Bahwa mengenai adanya permintaan lisan Pemohon tersebut jelas terbukti, Pemohon sejak Mei 2004 tidak menegur Termohon untuk membayar lagi uang sewa tersebut.

Bahwa berdasarkan permintaan Pemohon tersebut Termohon telah membayar kepada Mira Amrita Subijakto baik secara tunai maupun transfer ke rekeningnya seluruhnya berjumlah Rp. 317.728.789,- (Tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) sejak bulan April s/d Juni 2004 (Bukti T-6.1 dst.).

6). Bahwa namun apa yang terjadi kemudian ?

6.1.) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengetahui business Restaurant tersebut tidak berjalan sesuai target . Dalam waktu Desember 2003 s/d Agustus 2004 usaha restaurant tersebut hanya 5-10% dan target yang diharapkan. Pemohon mengetahui hal tersebut oleh karena Pemohon setiap Minggu datang ke restaurant.

6.2.) Pada saat tersebut selama perubahan lantai II yang dilakukan oleh Pemohon sendiri belum selesai, Pemohon selalu memberi toleransi kepada Termohon mengenai belum dibayarnya uang sewa tersebut. Oleh karena Termohon telah melakukan investasi yang sangat besar dan juga telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 317.728.789 (Tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang diperhitungkan sebagai sebagian besar uang sewa dari Agustus 2003 s/d Februari 2004.

6.3.) Namun setelah perubahan pada lantai II selesai bulan Agustus 2004 barulah Pemohon bersikap sangat keras dan tegas kepada Termohon dengan menegur Termohon tgl. 20 Agustus 2004 untuk membayar uang sewa tersebut yang dihitung Pemohon sejak Agustus 2003 namun menurut perhitungan Termohon, uang sewa yang tertunggak adalah terhitung sejak Maret 2004 sehingga terdapat perselisihan perhitungan tentang sisa pembayaran uang sewa.

6.4.) Bahwa Termohon telah berulang kali berupaya untuk menghubungi Pemohon untuk membicarakan uang sewa secara musyawarah tetapi tidak ada tanggapan dari Pemohon. Terakhir Termohon berupaya untuk menyelesaikan masalah uang sewa tersebut secara musyawarah dengan surat tgl. 17 September 2004, (Bukti T-7) namun tidak Pemohon tanggapi, malahan pada tgl. 18 September 2004 Pemohon dengan surat tgl. 18 September 2004 langsung menutup restaurant tersebut serta mengambil kunci restaurant dan sejak saat tersebut sampai sekarang restaurant tidak buka lagi, sedangkan barang-barang Termohon sesuai bukti T-2.1 dst s/d T-5.1 dst masih berada di Restaurant tersebut dalam kekuasaan Pemohon;

6.5.) Bahwa Termohon mohon perhatian Majelis Hakim bahwa Termohon tidak pernah mempergunakan lantai II, sehingga tidak berdasarkan hukum pula Pemohon menuntut uang sewa dari lantai II. Oleh karena masih terdapat perselisihan tentang besarnya uang sewa, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui "Permohonan Pailit"
7). Bahwa sikap Pemohon tersebut telah melanggar Pasal 17 ayat 1 Perjanjian T-1/P-4. Seharusnya Pemohon mengadakan musyawarah dengan Termohon, tetapi tidak pernah Pemohon lakukan malahan sebaliknya sebelum restaurant mau ditutup Pemohon. Termohon telah berupaya menghubungi Pemohon namun Pemohon tidak menanggapinya.

Bahwa Pemohon -tidak dapat secara sepihak menutup restaurant dan menguasai barang-barang milik Termohon di restaurant tersebut, melainkan mengajukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

8). Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah sengketa antara Pemohon dengan Termohon tidak termasuk dalam lingkup "Permohonan Pailit", oleh karena antara para pihak masih harus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian sewa menyewa T-1/P-4 tersebut.

9). Bahwa sikap Pemohon seperti uraian tersebut di atas memperlihatkan iktikad tidak baik Pemohon. Setelah bangunan selesai direnovasi dengan mengeluarkan biaya yang besar mengingat jangka waktu sewa 5 tahun, namun baru berjalan 9 bulan Pemohon lalu menutup secara sepihak restaurant tersebut dan juga menguasai barang-barang Termohon yang berada di restaurant tersebut. Tindakan Pemohon tersebut membuktikan Pemohon adalah Pihak yang Beriktikad Tidak Baik. Karenanya tidak mendapat Perlindungan menurut hukum dan Permohonan Pailitnya harus ditolak.

10). Bahwa untuk hal tersebut Termohon mohon untuk dilakukan pemeriksaan setempat agar Majelis Hakim dapat melihat secara langsung bangunan lantai I yang telah Termohon Renovasi dan barang-barang Termohon yang masih berada di Restaurant tersebut, agar Majelis Hakim yakin bahwa sengketa ini bukan hutang yang timbul dari pinjam meminjam uang melainkan sengketa sewa menyewa bangunan.

Bahwa dari layout gambar sebelum bangunan lantai I direnovasi (Bukti T-8) jelas terlihat berbeda dengan setelah direnovasi (Bukti T-9), sehingga membuktikan dengan jelas Termohon mengeluarkan biaya yang besar sebagaimana yang telah Termohon uraikan terdahulu.

11). Bahwa tidak berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon, oleh karena Pemohon yang menutup restaurant secara sepihak dan mendadak tanpa ada upaya untuk musyawarah dan malahan menuntut Termohon untuk mengganti biaya renovasi lantai II yang dilakukannya sendiri.

12). Bahwa justru Pemohon yang seharusnya membayar ganti kerugian kepada Termohon oleh karena Pemohon begitu saja menutup restaurant tersebut, padahal Termohon telah mengeluarkan investasi yang sangat besar, serta kehilangan langganan potensial yang setia. Termohon telah bersusah payah membangun nama baik restaurant tersebut, namun telah dihancurkan oleh Pemohon hanya dalam satu malam. Bahwa oleh karena itu justru Termohon yang dirugikan karena kehilangan uang yang sangat besar dan juga kehilangan langganan;

13). Bahwa lagi pula sebelum lantai II selesai direnovasi Pemohon menyetujui untuk mengadakan penghitungan ulang mengenai uang sewa, namun setelah renovasi lantai II hampir selesai,sepihak dan mendadak. Sikap Pemohon yang main hakim sendiri melanggar Perjanjian Sewa Menyewa T-1/P-4, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan keadilan dan kepatutan. Karenanya Termohon mohon, agar Pengadilan menolak permohonan pailit Pemohon tersebut.

14). Mengenai KREDITUR LAIN

Bahwa Termohon tidak pernah mengadakan Perjanjian dengan Mira Amrita Subijakto sehingga tidak ada hubungan hukum hutang piutang antara Termohon dengan Mira Amrita Subijakto. Karenanya Mira Amrita Subijakto bukan Kreditur lain.

15). Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon selebihnya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.

16). Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah kiranya tidak berdasarkan hukum Pemohon mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon.

MAKA: berdasarkan uraian di atas Termohon mohon agar Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat menolak Permohonan Pailit dan Permohonan Pengangkatan Hakim Pengawas serta Permohonan Penunjukan Kurator yang diajukan Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:
	1.
	P-1
	:
	Sertifikat (sementara) Hak Milik No. 2577 Desa Bangka yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan pada tanggal 9 Februari 1988. Asli.

	2.
	P-2
	:
	Sertifikat Hak Milik No. 5445 Desa Bangka yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Jakarta selatan pada tanggal 13 Mei 2004. Asli.

	3.
	P-3
	:
	Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. KDT MAKMUR tanggal 30 April 2003 No. 1 yang dibuat di hadapan Notaris Dessy Indrashanti, SH. Copy.

	4.
	P-4
	:
	Perjanjian Sewa Menyewa antara PEMOHON dan TERMOHON tertanggal 2 Juni 2004. Asli.

	5.
	P-5
	:
	Invoice No. 02/DS-G28/II/2004 tertanggal 26 Februari 2004. Copy.

	6.
	P-6
	:
	Invoice No. 05/DS-G28/IV/2004 tertanggal 26 April 2004. Copy.

	7.
	P-7
	:
	Invoice No. 023/DS-G28/VIII/2004 tertanggal 20 Agustus 2004. Copy.

	8.
	P-8
	:
	Invoice No. 027/DS-G28/IX/04 tertanggal 03 September 2004. Copy.

	9.
	P-8a
	:
	Surat Somasi/Teguran No. 550/PB-IX/2004, tertanggal 18 September 2004. Copy.

	10.
	P-8b
	:
	Surat Somasi II (terakhir) No. 565/PB-IX/2004 tertanggal 29 September 2004. Copy.

	11.
	P-9
	:
	Surat dari PEMOHON kepada TERMOHON tertanggal 4 Agustus 2004 perihal Permohonan Sisa Pembayaran Pekerjaan Interior Wabisabi. Copy


Menimbang, bahwa sementara itu dalam upaya mematahkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menguatkan dalil-dalil pendiriannya Termohon telah pula mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:
	T-1
	:
	Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemohon dengan Termohon tgl. 2 Juni 2003, berikut Lampiran 1, Lampiran 2;

	T-2
	:
	terdiri dari: T-2.1 s/d T-2.202, merupakan kwitansi pembayaran yang dikeluarkan untuk perubahan interior dan design ruangan lantai I (pertama)/Building Improvement sejumlah ± Rp. 611.240.355,- (enam ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

	T-3
	:
	terdiri dari: T - 3.1 s/d T - 3.62, merupakan kwitansi untuk pembelian alat-alat dapur dan alat-alat makan (Tools and Equipment) sejumlah ± Rp. 713.237.541,(tujuh ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah),

	T-4
	:
	terdiri dari: T - 4.1: Pembayaran HP officejet 6110 printer.(1 unit) kepada PT Mikroreksa Infonet sejumlah Rp. 3.195.500,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tgl. 2 Juli 2003;

	T-4.2
	:
	Pembayaran kepada Flexipos Mitra Abadi untuk pembelian I.T. Hardware tgl. 16 September 2003 sebesar Rp. 40.443.000,- (empat puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

	T-4.3
	:
	Pembayaran kepada Gudang Computer Serial Card sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah); 

	T-4.4
	:
	Pembayaran kepada Gudang Komputer untuk pembelian I.T. Hardware sebesar Rp. 6.715.000,- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

	T-4.5
	:
	Pembayaran kepada Gudang Komputer untuk pembelian I.T. Hardware sebesar Rp. 17.025.500,- (tujuh belas juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);


Jumlah seluruhnya : Rp. 67.539.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

	T-5 terdiri dari T-5.1
	:
	Pembayaran kepada PT Makro Indonesia untuk pembelian Furniture tgl. 3 Juni 2003 sebesar Rp. 202.400,- (dua ratus dua ribu empat ratus rupiah);

	T 5.2
	:
	Pembayaran kepada PD Utama untuk pembelian Sofa besar dan kecil tgl. 15 Juli 2003 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

	T-5.3
	:
	Pembayaran kepada Galed Esok Lusa untuk dekorasi pameran di Bali tgl. 16 September 2003 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

	T-5.4
	:
	Pembayaran kepada AD Jakarta untuk pembelian Furniture tgl. 25 September 2003 sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

	T-5.5
	:
	Pembayaran kepada Galeri Esok Lusa tgl. 10 Oktober 2003 untuk pembelian Furniture sebesar Rp. 14.690.000,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

	T-5.6
	:
	Pembayaran kepada AD Jakarta untuk uang muka gordyn tgl. 31 Oktober 2003 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

	T-5.7
	:
	Pembayaran untuk pembelian 1 set Sofa Lamodo tgl. 3 November 2003 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

	T-5.8
	:
	Pembayaran kepada UD Esok Lusa untuk pembelian Champagne Holder tgl. 22 Desember 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

	T-5.9
	:
	Pembayaran untuk pembelian Blind Curtain and Ring tgl. 24 Desember 2003 sebesar Rp. 3.497.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

	T-5.10
	:
	Pembayaran kepada AD Jakarta untuk pembelian Furniture tgl. 8 Januari 2004 sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

	T-5.11
	:
	Pembayaran kepada AD Jakarta untuk pembelian Furniture tgl. 28 Pebruari 2004 sebesar Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);


Jumlah seluruhnya Rp. 98.919.400,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah);

	T-7
	:
	Surat Termohon tgl. 17 September 2004 kepada Pemohon untuk menyelesaikan masalah uang sewa secara musyawarah yang diterima Pihak Pemohon pada tanggal yang sama (Asli);

	T-8
	:
	Layout Gambar bangunan lantai I (Pertama) sebelum direnovasi (Terdapat dalam lampiran 1 T-1 Asli);

	T-9
	:
	Layout Gambar Bangunan lantai I (Pertama) setelah direnovasi (Terdapat dalam lampiran 2 T-1 Asli);

	T-10
	:
	Surat dari Kuasa Hukum Termohon kepada Pemohon tgl. 22 September 2004 melalui faximile, sebagai Jawaban atas surat Pemohon tgl. 18 September 2004 No. 55/PB-(X12004 (Asli);

	T-11
	:
	Surat dari Kuasa Hukum Termohon kepada Kuasa Hukum Pemohon tgl. 29 September 2`004 melalui Pemohon No. 560/PB-IX/2004 tgl. 23 September 2004 dari No. 565/PB-IX/2004 tgl. 29 September 2004 (Asli);

	T-12
	:
	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KDT MAKMUR tgl. 30 April No. 01, Akte Dessy Indrashanti, SH, Notaris di Jakarta (Asli);

	T-13
	:
	Akte Pengesahan PT KDT MAKMUR oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. tgl. 9 Oktober 2003 (Asli);

	T-14
	:
	Tanda Terima barang-barang PT KDT MAKMUR tgl. 18 September 2004 oleh Kuasa Pemohon (Asli);

	T-15
	:
	Surat Kuasa dari Pemohon kepada Kuasanya untuk menerima sementara Aset-Aset Termohon di dalam Gedung yaitu ruangan lantai I;

	T-16
	:
	Surat dari Kimin Tanoto kepada Pemohon tgl. 18 September 2004, meminta agar diadakan musyawarah mengenai uang sewa gedung; dikirim melalui faximile (Asli);


Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari persidangan tanggal 19 Januari 2005, yang selengkapnya tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas materi permohonan Pemohon tersebut Termohon menanggapinya dengan mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Surat Kuasa Pemohon.

Bahwa Surat Kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya yang ditandatangani di atas meterai, ternyata tidak diberi tanggal, sehingga karenanya Surat Kuasa tersebut tidak sah.

Bahwa demikian Pula halnya dengan Surat Kuasa Mira Amrita Subijakto kepada Kuasa Hukumnya, ternyata juga pada meterainya tidak dibubuhi tanggal karena itu Surat Kuasa tidak sah.

2. Mengenai Pilihan Jurisdiksi Hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Surat Perjanjian sewa Menyewa tanggal 2 Juni 2003 (bukti T-1), ditentukan bahwa kedua belah pihak memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga karenanya penyelesaian sengketa para pihak merupakan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah eksepsi yang di kemukakan oleh Termohon tersebut, beralasankah kiranya untuk diterima atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi Termohon sebagaimana tersebut angka I mengenai Surat Kuasa Pemohon dan Mira Amrita Subijakto kepada kuasa hukumnya, ternyata pada meterainya tidak dibubuhi tanggal, yang dikategorikan oleh Termohon sebagai Surat Kuasa yang tidak sah, dipertimbangkan sebagai berikut:
· Bahwa perihal perbedaan kuasa oleh pihak yang berperkara di persidangan diatur dalam ketentuan Pasal 123 HIR.;

· Bahwa dari berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata tidak dijumpai adanya putusan yang membatalkan Surat Kuasa karena meterai yang terdapat dalam, Surat Kuasa tersebut tidak dibubuhi tanggal;

· Bahwa namun demikian, hal yang senantiasa harus dicantumkan dalam Surat Kuasa adalah:
1. Surat Kuasa tersebut ditandatangani Pemberi dan Penerima Kuasa, serta bertanggal.

2. Ruang lingkup kewenangan kuasa tersebut diberikan.

3. Di Pengadilan manakah perkara gugatan/permohonan tersebut akan diajukan.

· Bahwa ternyata hal-hal tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon DEASIH S. SUDARMAN maupun MIRA AMRITA SUBIJAKTO dalam hal memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, masing-masing bertanggal 17 September 2004 dan 08 September 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut materi eksepsi Termohon menyangkut Surat Kuasa, tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu ditolak.;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim membahas mengenai materi eksepsi tersebut angka 2, perihal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkaitan dengan pilihan domisili hukum para pihak untuk menyelesaikan perkara di antara mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 dan 18 Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Juni 2003, sebagai berikut ini:
· Bahwa permohonan Pernyataan Pailit, mengenai ketentuan hukum acaranya, terutama mengenai yurisdiksi Pengadilan, diatur secara tersendiri dan khusus, tidak tunduk ada ketentuan Pasal 118 HIR maupun ketentuan pemilihan domisili hukum ; (Extra ordinary).;

· Bahwa ketentuan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menggariskan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.;

· Bahwa berpedoman pada alamat Termohon di Dharmawangsa Square, Basement Ground Floor Unit 27 dan 28, Jakarta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendirian, materi eksepsi Termohon tersebut angka 2 tidak beralasan menurut hukum, karena itu ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi Permohonan Pemohon tersebut, ternyatalah materinya meminta agar Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penyataan Pailit Pemohon tersebut, Termohon menolaknya dengan alasan sebagai berikut:
a. bahwa persyaratan Permohonan Pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak dipenuhi.;

b. bahwa Mira Amrita Subijakto bukan merupakan kreditur Termohon, karenanya persyaratan mengenai adanya kreditur lain tidak dipenuhi.;

c. bahwa syarat permohonan pernyataan Pailit pembuktian secara sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dipenuhi.;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon, dikaitkan dengan tanggapan Termohon atasnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ini:
Menimbang, bahwa berbicara tentang persyaratan untuk dikabulkan Permohonan Pernyataan Pailit, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menetapkan sebagai berikut:
"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditor"

Menimbang, bahwa pernyataannya sekarang apakah Pemohon merupakan Kreditor bagi Termohon, dan ia mempunyai Piutang terhadapnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dibayar lunas ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya diperoleh jawaban apakah pengertian Kreditor, Debitor, dan Utang tersebut ?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Bab I Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Kreditor adalah orang yang mempunyai Piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Sedangkan ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menetapkan bahwa yang dimaksud Debitor orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Utang" adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah atau baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena Perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor, (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa apakah di antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum tertentu ? untuk menjawab pertanyaan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 = T.1 berupa Surat Perjanjian sewa Menyewa tertanggal 02 Juni 2003, atas obyek sebagaimana tersebut pada P.1 dan P.2 ternyatalah terbukti di antara Pemohon dengan Termohon, terdapat hubungan hukum sewa menyewa dengan obyek bukti P.1 dan P.2 tersebut. Dalam hubungan hukum tersebut menimbulkan kewajiban dan hak masing-masing;

· Bahwa dalam hubungan hukum tersebut Pemohon berkewajiban untuk menyerahkan Gedung sebagai obyek sewa kepada Termohon, dan ternyata fakta hukum yang diperoleh dari Jawaban Termohon, hal ini telah dipenuhinya;

· Bahwa persoalannya sekarang, sudahkah Termohon, yang dalam hubungan ini berkedudukan sebagai Debitor atas Pemohon (Kreditor), sudah memenuhi kewajibannya memenuhi prestasi membayar harga sewa (Utang) kepada Kreditor ?

· Bahwa menelaah bukti-bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang karenanya merupakan surat tagihan (invoice) yang isinya meminta agar utang atas harga sewa Gedung dibayarkan pada tanggal 25 Agustus 2004, dan kemudian berdasarkan bukti P. 8 a dan P. 8 b, Pemohon selaku Kreditor meminta kepada Termohon dalam kedudukannya sebagai Debitor untuk memenuhi pembayaran sewa Gedung paling lambat tanggal 6 Oktober 2004.

· Bahwa ternyata utang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut tidak kunjung dipenuhi oleh Termohon, hal ini ternyata dari bukti T.2 sampai dengan T.5 yang karenanya tidak menerangkan/menjelaskan Termohon telah membayar harga sewa Gedung;

· Bahwa dari bukti-bukti T.7, T.10 dan T.11, dapat disimpulkan pula Termohon belum membayar lunas kewajibannya membayar harga sewa Gedung;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, maka pada gilirannya Majelis Hakim berpendapat salah satu syarat untuk dinyatakan Pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat Kepailitan yang lainnya mengenai adanya Kreditor lain, sebagai berikut:
· Bahwa untuk membuktikan dalil Mira Amrita Subijakto merupakan Kreditor lain bagi Termohon, dalam hubungan ini Pemohon mengajukan bukti P.9;

· Bahwa termohon membantah dalil tersebut, dengan alasan tidak pernah ada perjanjian apapun antara Termohon dengan Mira Amrita Subijakto;

· Bahwa dari bukti P.9 tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat perjanjian yang menimbulkan utang bagi Termohon kepada Mira Amrita Subijakto;

· Bahwa tetapi, bukankah utang itu dapat pula timbul karena Undang-Undang sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?;
· Bahwa untuk menjawab persoalan apakah Mira Amrita Subijakto adalah pula merupakan Kreditor bagi Termohon, bukanlah merupakan persoalan sederhana yang dapat dipecahkan dengan berpedoman pada bukti P.9 saja;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan kedudukan Mira Amrita Subijakto sebagai Kreditor lain bagi Termohon, tidak sederhana pembuktiannya sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka persyaratan Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dipenuhi, oleh karena itu Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, beserta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon.;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon.;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari: SENIN TANGGAL 31 JANUARI 2005 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Desember 2004 No. 48/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST,. terdiri dari AGUS SUBROTO, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan MULYANI, SH. dan SUDRAJAD DIMYATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu NOVAL IDRUS AR. SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Kreditor Lain dan Kuasa Termohon.
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